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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku illegal logging menurut Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan yaitu sebagai berikut: 

a. Dalam menuntaskan pertanggungjawaban kasus kejahatan di bidang 

kehutanan (illegal logging) di Kabupaten Bima terhadap perbuatan 

merusak, mempergunakan, menggunakan kawasan hutan lindung tanpa 

ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, yang dikategorikan sebagai 

tindak pidana illegal logging pada tahap aplikasi Undang-undang 

Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2018 BPKH 

Maria Donggomasa dan pihak kepolisian setempat telah melakukan 

kerjasama menangkap para tersangka illegal logging dengan beberapa 

barang bukti yang cukup sesuai dengan jalur hukum yang sah. 

b. Penetapan dan penerapan sanksi terhadap kasus perusakan hutan dan 

perambahan hutan lindung di Kabupaten Bima menurut penulis sudah 

sesuai dengan apa yang dimaksudkan didalam ketentuan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan 

hutan, dengan memberikan sanksi baik berupa pidana pokok dan 
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pidana tambahan, dengan memberikan efek jera terhadap pelaku dan 

umumnya terhadap masyarakat banyak. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka penyusun 

memberikan beberapa saran antara lain: 

a. Diharapkan agar semua pihak turut bahu membahu dalam meminimalisir 

dalam praktek ini, tanpa adanya kerja sama antara pihak pemerintah 

dengan masyarakat maka praktik tindak pidana illegal logging akan sulit 

untuk ditekan presentasenya dan perlu diingat bahwa pemberantasan 

tindak pidana illegal logging bukanlah tanggung jawab dari sauatu 

kalangan saja tetapi itu juga tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat 

tanpa terkecuali. Serta khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten 

Bima diharapkan harus lebih bijak dalam menerapakan hukum untuk 

menekan terjadinya kasus tindak pidana illegal logging dengan cara 

memaksimalkan upaya-upaya pengawasan pada kawasan hutaan lindung 

agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan tetap terjaga. 

b. Diharapkan kepada dinas lingkungan hidup dan BKPH Maria 

Donggomasa terkait dengan masyarakat, diperlukan kejelasan dan 

penegasan atas status setiap kawasan baik itu hutan Negara maupun hak 

milik, hal ini demi kepastian dan kejelasan kepemilikan lahan, pendekatan 

terhadap kesejateraan masyarakat juga diperlukan agar tekanan masyarakat 

terhadap hutan berkurang dan diharapkan sebagai warga Negara yang 

berpengetahuan dan bertanggungjawab, perlunya kesadaran diri masing-

masing individu untuk menjaga dan melestariakan kawasan hutan. 
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